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PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2021

. TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFALA DESA KARANGTENGAH,

bang : a. bahwa sesual dengan ketentuan pasal 72 Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
bahwa Kepala Desa menyvampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati
melalui Camat setiap akhir tnhun anggaran;

L. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menctapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasai  Anggaran Pendapatan dan
Helanja Desa Tahun anggaran 2020,

t : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daeruh - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawsa
Tenpgah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.38);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 673 );

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2587) sebaganimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 673 );

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Covid 2019
(Covid- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertunggal, dan
Trnsmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prionitas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali
wrakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan
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Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa, scbagiaana telah diubah beberapa kali
terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor
SO/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
300);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun Anggaran 2020,

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor
k16,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2019 Nomor 62);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor
97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupat
Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
Nomor 97|,

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Nomor 11);

. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 81 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang
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Tahun 2020 (Berita Daecrah Kabupaten Pemalang Tahun 2019
Nomor 81);

Peraturan Bupati Pemalang; Nomor 55 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Perita Daecrah
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor ....... )

Peratuan Desa Kamnglengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang
kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);

. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tabhun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 -

2025 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor );

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemeintah Desa Karangtengah Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa

Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang
Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomaor 7);

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemeintah Desa Karangtengah
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020
(Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2);

. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
FPerubahan Kedua Atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 5).

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 7).



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DEESA KARANGTENGAH

dan
KEPALA DESA KARANGTENGAH
MEMUTUSKAN :
Menctapkan - PERATURAN DESA KARANOTENGAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
HELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

isasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.
983 139 010 dengan rincian scbagai berikut :

Pendapatan Desa Rp. 1.983.139.010
Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Desa Rp. 698.082.482
b Bidang Pembangunan Rp. 674.384.950
¢. Bidang Pembinaan Kemasvarakatan Rp. 52.721.900
d. Balang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 138.746.700
¢. Bidang Tak Terduga Rp. 433.070.350
Jumlah Belanja Rp.1.997.006.382
Burplus / (Defisit) Rp. (13.867.372)
Prembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 15.415.419
b Pengeluaran Pembiayaan Rp. 13.867.372
Pembiavaan Netto (a-b) Rp. 1.548.047

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA] Rp. 1.548 047

Pasal 2

lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
i dan :

Lampiran | © Laporan Keuangan
I. Laporan Realisasi APH Desa
. Calatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran [I  : Laporan Realisasal Keglatan
Lampiran Il :© Program Sektoral dan Progrom Daerah yang masuk ke Desa.



1]
Pasal 3

Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang,

Ditetapkan di Karangtengah
pada tanggal 19 Mei 2021

AMPELGADING




